
 

OTORITAS JASA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR  36 /POJK.05/2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  

NOMOR 1/POJK.05/2016 TENTANG INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA  

BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk memperluas pilihan instrumen investasi 

kepada lembaga jasa keuangan non-bank tanpa 

mengabaikan aspek keamanan, kesesuaian dengan 

karakteristik liabilitas lembaga jasa keuangan non-bank, 

imbal hasil yang diperoleh, dan peranan investor 

domestik dalam pembiayaan pembangunan nasional, 

perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang 

Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa 

Keuangan Non-Bank; 

 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga 

Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; 

 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana 

Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3477); 

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5253); 

 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5618); 

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga 

Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5834); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR 1/POJK.05/2016 TENTANG INVESTASI SURAT 

BERHARGA NEGARA BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN 

NON-BANK. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 

1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara 

bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5834) diubah 

sebagai berikut: 
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Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 

Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4A 

(1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dapat memenuhi 

ketentuan batas minimum penempatan investasi SBN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 

dengan melakukan penempatan investasi pada obligasi 

dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah, dan/atau anak 

perusahaan dari badan usaha milik negara, yang 

penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur. 

(2) Penempatan investasi pada obligasi dan/atau sukuk yang 

diterbitkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha 

milik daerah, dan/atau anak perusahaan dari badan 

usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan 

ketentuan batas minimum penempatan investasi SBN 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. paling tinggi 40% (empat puluh persen) sampai 

dengan 31 Desember 2016; dan 

b. paling tinggi 50% (lima puluh persen) setelah 31 

Desember 2016, 

dari batas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.  

(3) Penempatan investasi pada obligasi dan/atau sukuk yang 

diterbitkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha 

milik daerah, dan/atau anak perusahaan dari badan 

usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2), harus dilakukan pada obligasi dan/atau 

sukuk yang tercatat di bursa efek di Indonesia atau 

dalam sistem electronic trading platform (ETP) di 

Indonesia dan memiliki peringkat paling rendah 

investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang 

diakui oleh OJK.  
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Pasal II 

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

                                                                        Ditetapkan di Jakarta 

                                                                        pada tanggal 10 November 2016 

                                                                        KETUA DEWAN KOMISIONER  

                                                                        OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

   ttd 

 

                                                                             MULIAMAN D. HADAD 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 14 November 2016 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  TAHUN  2016 NOMOR 238     

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Direktur Hukum 1 

Departemen Hukum 

 

 

ttd 

 

Yuliana 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR  36 /POJK.05/2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  

NOMOR 1/POJK.05/2016 TENTANG INVESTASI SURAT BERHARGA 

NEGARA BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK 

 

I. UMUM 

Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat 

Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank merupakan 

dasar hukum bagi OJK dalam mengatur kewajiban Lembaga Jasa 

Keuangan Non-Bank untuk melakukan penempatan investasi yang 

aman dan sesuai dengan karakteristik liabilitas Lembaga Jasa 

Keuangan Non-Bank yang bersifat jangka panjang serta mendorong 

peranan investor domestik agar berperan dalam pembiayaan 

pembangunan nasional.  

Untuk dapat lebih mendorong peranan investor dalam 

pembangunan nasional dan mengakomodasi dinamika dan harapan 

Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank serta mempertimbangkan 

pemenuhan batasan investasi, perlu dilakukan perubahan terhadap 

Peraturan OJK dimaksud. 

Perubahan Peraturan OJK dimaksud dengan melakukan 

penempatan investasi pada obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan 

oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau 

anak perusahaan dari badan usaha milik negara, yang penggunaannya 

untuk pembiayaan infrastruktur menjadi bagian dari pemenuhan batas 

minimum yang dipersyaratkan. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, maka OJK menetapkan 

Peraturan OJK tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 

1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi 

Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.   

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Pasal 4A 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan penggunaan untuk pembiayaan 

infrastruktur adalah sebagian atau seluruh 

penggunaannya untuk bidang infrastruktur yang antara 

lain adalah sektor transportasi, energi dan kelistrikan, 

pekerjaan umum, pertanian, perkebunan, perumahan, 

dan pariwisata. 

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik negara” 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara. 

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik daerah” 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh daerah sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Yang dimaksud dengan “anak perusahaan dari badan 

usaha milik negara” adalah perseroan terbatas yang 

sebagian besar sahamnya dimiliki oleh badan usaha 

milik negara atau perseroan terbatas yang dikendalikan 

oleh badan usaha milik negara. 

Ayat (2) 

Contoh perhitungan batas penempatan investasi bagi 

perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun pemberi 

kerja adalah: 
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1. paling rendah 20% (dua puluh persen) dari seluruh 

jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2016, 

maka jumlah maksimum obligasi dan/atau sukuk 

yang diterbitkan oleh badan usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah, dan/atau anak 

perusahaan dari badan usaha milik negara, yang 

penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur 

paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari 20% 

(dua puluh persen) dari seluruh jumlah investasi 

atau 8% (delapan persen) dari seluruh jumlah 

investasi;  

2. paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh 

jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2017, 

maka jumlah maksimum obligasi dan/atau sukuk 

yang diterbitkan oleh badan usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah, dan/atau anak 

perusahaan dari badan usaha milik negara, yang 

penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur 

paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari 30% 

(tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi 

atau 12% (dua belas persen) dari seluruh jumlah 

investasi. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  5947 
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